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Putusan Mahkamah Konstitusi termasuk jenis putusan yang bersifat
declaratoir constitutif. Ketika putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-
undang tidak berlaku mengikat, karena bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar, maka dengan sendirinya putusan tersebut juga sekaligus menciptakan suatu
keadaan hukum yang baru. Akan tetapi dalam dinamika penetapan putusan juga
terdapat ketidak patuhan constitutional disobedience yang dilakukan oleh adressat
putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam penelitian ini akan penulis uraikan
dengan rinci. Khususnya dalam implementasi putusan No. 91/PUU-XVI111/2020.

Pelaksanaan putusan No. 91/PUU-XVII1/2020 tentang Cipta Kerja ini
menuai banyak polemik. Para pakar hukum dan pakar ekonomi bersama-sama
mengkritik sikap pemerintah dalam melaksanakanya. Pemerintah dinilai tidak
patuh dan terkesan acuh terhadap putusan MK yang telah ditetapkan, yang mana ini
ditunjukan dengan sikap pemerintah tidak segera melakukan perbaikan terhadap
undang-undang yag digugatkan, justru pemerintah kemudian menerbitkan
peraturan baru yang muatan subtansinya mirip dengan undang-undang yang
digugatkan. Ditambah pemerintah sekali lagi tidak melibatkan partisipasi publik
dalam pembentukanya (meaningfull participation).

Dengan uraian singkat tersebut diatas maka rumusan masalah yang diusung
yakni : 1) Bagaimana penyelesaian constitutional disobedience oleh adressat
putusan Mahkamah Konstitusi? 2) Bagaimana constitutional disobedience oleh
adressat putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan No.91/PUU-XVI111/2020?
3) Bagaimana formulasi ideal untuk pemberian sanksi atas constitutional
disobedience oleh adressat putusan Mahkamah Konstitusi?

Hasil penelitian yang diperoleh penulis berdasarkan rumusan masalah
tersebut yaitu, 1) Berdasarkan temuan penelitian yang merujuk pada beberapa
putusan Mahkamah Konstitusi dan komparasinya dengan Mahkamah Konstitusi
negara lain, penyelesaian atas constitutional disobedience ini berupa pencabutan
UU yang disengketakan dalam putusan. Akan tetapi dari setiap putusan yang yang
penulis rujuk pada penelitian ini, tidak serta merta langsung dieksekusi oleh
pemerintah, sehingga terdapat kebijakan yang linier dengan UU vyang
disengketakan tersebut belum dihapuskan atau diganti. Dengan kata lain kebijakan
tersebut tidak mempunyai dasar hukum, sehingga dapat berpotensi menimbulkan
kebijakan yang tidak terarah dan sewenang-wenang. 2) Berdasarkan analisa
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penulis, pembangkangan konstitusi yang dilakukan pemerintah berdasarkan
Putusan N0.91/PUU-XV111/2020 adalah mekanisme dan muatan dalam UU No. 11
Tahun 2020 yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil, setelah putusan
tersebut dibacakan kemudian pemerintah menerbitkan Perppu No.2 Tahun 2022
yang kemudian melalui sidang DPR RI disahkan menjadi UU No.6 Tahun 2023
yang mana dalam hal ini pemerintah sudah mengesampingkan putusan yang telah
dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa UU tersebut
inkonstitusional bersyarat. 3) Ditemukan celah hukum yang mana berkaitan dengan
pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tidak didapati lembaga khusus atau unit
khusus yang tugasnya untuk mengawal pelaksanaan putusan (eksekutor putusan).
Hal ini dirasa perlu karena setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan
putusan yang bisa langsung diterapkan karena sifatnya yang final dan mengikat
(final and binding) dimana dengan adanya pembentukan lembaga ini kemudian
mampu menjaga marwah Mahkamah Konstitusi dengan dilaksanakanya setiap hasil
putusan yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.
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The Constitutional Court decision is a type of decision that is declaratory
constitutive. When the Constitutional Court's decision states that a law is not
binding, because it is contrary to the Constitution, then the decision itself also
creates a new legal situation. However, in the dynamics of decision making, there
is also non-compliance with constitutional disobedience carried out by the
addressee of the Constitutional Court's decision, which in this research the author
will describe in detail. Especially in implementing decision no. 91/PUU-
XVI11/2020.

Implementation of decision no. 91/PUU-XVIII/2020 concerning Job
Creation has generated a lot of polemic. Legal experts and economic experts jointly
criticized the government's attitude in implementing it. The government is
considered disobedient and appears to be indifferent to the Constitutional Court's
decision which has been determined, which is shown by the government's attitude
of not immediately making improvements to the law being sued, instead the
government then issues a new regulation whose substance is similar to the law
being sued. Plus, the government once again did not involve public participation in
its formation.

With the brief description above, the formulation of the problem proposed
is: 1) How is constitutional disobedience resolved by the address of the
Constitutional Court decision? 2) How is constitutional disobedience addressed by
the Constitutional Court decision in decision No.91/PUU-XVI11/2020? 3) What is
the ideal formulation for imposing sanctions for constitutional disobedience by the
address of the Constitutional Court decision?

The results of research obtained by the authors based on the formulation of
the problem are, 1) Based on research findings that refer to several decisions of the
Constitutional Court and their composition with the Constitutional Court of other
countries, the settlement of the constitutional disobedience is in the form of
revocation of the disputed law in the decision. However, from every decision that
the author refers to this study, it is not necessarily executed by the government, so
there is a linear policy with the disputed law that has not been abolished or
replaced. In other words the policy does not have a legal basis, so it can potentially
lead to policies that are not directed and arbitrary. 2) Based on the author's
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analysis, constitutionalization conducted by the government based on decision
No0.91/PUU-XVI11/2020 is the mechanism and content in Law No. 11 of 2020 which
does not meet formal and material requirements, after the decision was read then
the government issued Perppu No.2 of 2022 which was then passed through the
DPR RI session was passed into Law No.6 of 2023 which in this case the
government had set aside the verdict that had been issued by the Constitutional
Court which states that the law is conditional conditional. 3) Found a legal gap
which is related to the implementation of the Constitutional Court's decision not
found a special institution or a special unit whose job is to oversee the
implementation of the decision (executor of the decision). This is considered
necessary because every decision of the Constitutional Court is a decision that can
be directly applied because of its final and binding (final and binding) in which the
formation of this institution is then able to maintain the Marwah of the
Constitutional Court by implementing each of the results of the decision set by the
Constitutional Court.
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